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Anggota DPR Tak Setuju Kenaikan luran Mandiri

Lebih Baik, BPJS Kesehatan
Tagih Mereka Yang Nungyak

Senayan menyoroti rencana kenaikan iuran BPJS
Kesehatan mandiri pada 2026 menyusul proyeksi
defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

WAKIL Ketua Komisi IX DPR
Yahya Zaini mengaku tidak
setuju dengan adanya rencana
kenaikan iuran BPJS Kesehatan
karena rakyat sedang susah.
Kenaikan juran it sangat mem
beratkan bagi masyakat terutama
bagi mereka vang tidak mampu.
Terlebih kondisi saat ini la
pangan pekerjaan susah, bahan
kebutuhan makanan sehari-hari
terus meningkat.

“Yang perlu dilakukan BPJS
Keschatan umuk menutup defisit

JKN adalah meningkatkan tagi

han 23 juta peserta yang menung
gak." kata Yahya dalam kete
rangannya, Jumat (27/2/2026).

Diketahui, dalam tiga tahun
terakhir, defisit BIIS Keschatan
tercatal meningkat dari Rp 7.2
triliun pada 2023 menjadi Rp
9.8 triliun pada 2024 dan men
capai Rp 14 wiliun pada 2025,
Situasi ini dinilai menggangpu
keschatan fiskal BPJS Keschatan
dan memunculkan opsi penye
suaian iuran, khususnya bagi
PESEItA mamp.

Yahya meminta BPJS Kesehat
an untuk menggunakan seluruh
saluran yang ada untuk menagih

masyarakat yang menunggak
pembavaran. Caranva dengan
mengintensifkan agen untuk
menagih tagihan peserta yang
menunggak. *Jangan menaikkan
juran. Apalagi pelayanan BPJS
Kesehatan sedang menjadi sorotan
publik.” kata politikus Colkar ini.

Dia bhilang, masih banyak
masyarakat yang ditolak untuk
berobat ke rumah sakit (RS). Hal
itu ditambah dengan kasus penon-
aktifan 11 juta peserta program
Bantuan [uran Jaminan Kesehatan
(PEI JKN} vang belum disels
saikan sehingga menimbulkan
keresahan di masyarakat. Dam
paknya orang yang ingin cuci
darah tidak mendapat pelayanan
karena tiba tiba kartu BPJS Kes
ehatannya dinvatakan tidak akiif.

Yahya menambahkan, iuran
BPIS Kesehatan tidak bersi
fat perorangan tapi harus satu
Kartu Keluarga (KK) hal it
yang memberatkan. "Bila tidak
membayar satu KK maka tidak
dilayani." kata dia.

Dia mencontohkan, untuk
peserta mandiri kelas 3 furan
nya sebesar Rp 42 ribu rupiah.
Bila satu KK terdapat 5 ang
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Yahya Zaini

gota berart harus membayar
sebanyak Rp 210 ribu. Artinya,
bapi masyarakat yang tidak
berpenghasilan dengan mem
bayar Rp 210 ribu per bulan itu
sangat berat. "Itulah kenyataan
vang dihadapi di lapangan. " kata
legislator asal daerah pemilihan
{dapil} Jawa Timur (Jatim) ini.
Anggota Komisi [X DPR Edy
Wuryanto memahami rencana
Pemerintah vang akan menaik
kan iuran BR]§ Kesehatan man
diri pada 2026. Karena adanya
tekanan inflasi keschatan, ke-
naikan harpa obat dan alat kese
hatan, serta pelebaran selisih
beban layanan dan pendapatan
iuran. Namun, solusi vang di
ambil harus tetap berpijak pada
kepentingan rakyat.

“Keberlanjutan sistem memang
penting, tapi tidak boleh dilepas
kan dari prinsip keadilan dan
akuntabilitas.” kata Edy dalam
keterangannya. Jumat (27/2/2026).

Edy mengingatkan dalam be
berapa tahun terakhir defisit pem-
biayaan JKN memang menunjuk
kan tren meningkat. Persoalan
tersebut tidak bisa serta-merta
dijawab dengan menaikkan iu
ran tanpa evaluasi menyeluruh.
Harus ada keterbukaan data dan
analisis aktuaria yang bisa diuji
secira publik agar kebijakan ini
lepitimate dan rasional. "Kita ti
dak boleh melihat kenaikan uran
sehapai satu satunya instrumen
penyelamatan,” ucapnya.

Dia bilang, langkah vang lebih
adil adalah menaikkan terlebih
dabulu juran Penerima Bantuan
Turan (FBI) dan Penerima Ban
tuan Iuran {FEFU) Pemeriniah
Daerah sebagai bentuk pengua
tan komitmen fiskal negara dan
Pemerintah Daerah (Pemda).
“Negara harus menunjukkan
tanggung jawabnya lebih dulu
melalui penyesuaian kontribusi
PBI dan PEPU Daerah sebelum
membebani peserta mandiri,”
saran legislator dari dapil Jawa
Tengah (Jateng) ini.

Sementara, Menteri Kesehatan
{Menkes) Budi Gunadi Sadikin
mengatakan, iuran JKN idealnya

dievaluasi dan disesuaikan setiap
lima tahun sekali untuk menjaga
keberlanjutan pernbiayaan. Ter

lebih saat ini BPJS Kesehalan
herpotensi mengalami defisit
Rp20-30 triliun pada 2026. "Iu

ran memang harus naik. hahwa
memang ada pertimbangan poli

tis, ini ramai,” kata Budi di Ja

karta, Jumat (27/2/2026).

Menurut Budi, bila tidak ada
penvesuatan struktural, defisit
akan terus berulang setiap tahun
dan berdampak pada arus kas
rumah sakit akibat keterlam
hatan pembayaran klaim. Kondi
si itu dinilai bisa menggangpu
operasional fasilitas kesehatan.

Namun, ia memastikan ke
lompok masyarakat miskin
tidak akan terdampak kenaikan
iuran apabila kebijakan tersebut
diterapkan. Peserta dari desil 1
hingga 5 tetap ditanggung peme:
rintah melalui skema Penerima
Bantuan luran (PEI).

Dia menegaskan, prinsip JKN
sebagai asuransi sosial me
npedepankan subsidi silang. Art
inya peserta yang lebih mampu
berkontribusi lebih hesar untuk
menopang pembiayaan peserta
kurang mampu. 'Jadi potensi ke
naikan iuran disebut akan lebih
terasa bagi peserta mandiri dan
kelompok menengah ke atas,”
kata dia. mTiF
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